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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen kunci yang 

penting dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya. SDM merujuk 

pada sumber daya yang terkait dengan karyawan yang bekerja dalam suatu 

organisasi. Pentingnya sumber daya manusia seringkali dikaitkan dengan 

menempatkan karyawan sebagai asset (kekayaan) utama setiap perusahaan, yang 

secara aktif berperan dan memiliki pengaruh terbesar terhadap pencapaian suatu 

tujuan perusahaan. Oleh karena itu, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan 

karyawan harus diberikan perhatian, perawatan yang optimal dan perlu 

mendapatkan pemeliharaan sebaik-baiknya dari pimpinan perusahaan. 

Pemeliharaan merupakan suatu usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, sehingga mereka tetap loyal dan bekerja 

produktif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan penting 

untuk memberikan pemeliharaan yang terbaik dalam menjaga keamanan, 

keselataman dan kesehatan karyawan. 

Di dalam fungsi pemeliharaan diatur bagaimana upaya untuk mempertahankan 

atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar mereka tetap 

loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 

Keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan sangat perlu mendapatkan 

pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Dengan adanya fungsi ini maka perlu adanya 

hubungan baik dan aturan aturan antara karyawan dengan pihak perusahaan agar 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik 

atau perselisihan yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian kerja. Perjanjian 

kerja antara karyawan dengan pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam kontrak 

kerja. Di mana dalam kontrak kerja antara lain memuat persyaratan kerja, hak serta 

kewajiban karyawan. 

Kontrak kerja pegawai merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat 

Komitmen dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun 
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kontrak kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban karyawan 

selama masa jabatan yang dilengkapi dengan bab dan bagian-bagian serta pasal. 

BPN wajib membuat kontrak kerja kepada calon karyawan sebelum pekerjaan 

mereka dimulai. 

Di mana dalam kontrak kerja tersebut, BPN mencantumkan hak serta 

kewajiban karyawan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

di Indonesia. Selain itu didalamnya juga mencantumkan peraturan kerja yang harus 

dipatuhi karyawan selama bekerja di BPN. Komponen yang terdapat pada surat 

kontrak kerja karyawan itu, ketika karyawan dan BPN sudah menyepakati serta 

menandatangani surat kontrak kerja yang diberikan dan surat tersebut nantinya akan 

menjadi sebuah landasan terjalinnya hubungan kerja. 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang 

disingkat dengan ATR/BPN merupakan suatu lembaga pemerintah yang meliputi 

tugas untuk melaksanakan hal dalam bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selain tugas, BPN menyelenggarakan beberapa 

fungsi seperti penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam BPN, selain Aparatur Sipil Negara 

(ASN) maka dibutuhkan juga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang biasa disingkat dengan PPNPN itu 

merupakan pegawai tidak tetap dan pegawai lain yang diangkat dalam jangka waktu 

tertentu yang di mana para pekerja di instansi pemerintahan tidak terikat dengan 

pihak ketiga. Maka Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) ini meliputi 

para pegawai honorer, pegawai tidak tetap (PTT), serta jenis pegawai lain yang 

dibayar oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

Pengelolaan surat kontrak kerja untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN) di proses dan dikelola di divisi Tata Usaha berdasarkan aturan 

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aturan kementrian, di mana tata usaha harus 

menyiapkan dan mengarahkan saat penandatanganan kontrak kerja Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berlangsung. Karyawan Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) harus menandatangani surat kontrak 

yang sudah disediakan sesuai nama dan jabatan masing-masing, kemudian akan 

disetujui oleh pimpinan tata usaha. Untuk selanjutnya, karyawan bisa memulai 
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tugas-tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam kontrak 

kerja. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan 

tugas akhir dengan judul “Pengelolaan Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada kantor Pertanahan Kota Depok”. 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan penulisan latar belakang di atas, ruang lingkup yang dirumuskan 

oleh penulis sebagai berikut: 

a. Ketentuan Umum Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN) di Kantor Pertanahan Kota Depok. 

b. Pengelolaan Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

(PPNPN) oleh divisi Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota Depok. 

 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan praktik dasar ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan ketentuan umum dalam Surat Kontrak Kerja Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pertanahan Kota Depok. 

b. Untuk menjelaskan pengelolaan Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri (PPNPN) oleh divisi Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota 

Depok. 

 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulisan laporan tugas akhir antara lain: 

a. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam 

mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) kemudian diterapkan 

di Kantor Pertanahan Kota Depok yang berkaitan dengan pengelolaan Surat 

Kontrak Kerja Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) kemudian hasilnya 

akan dibuat dalam bentuk laporan. 

b. Bagi instansi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor 

Pertanahan Kota Depok dalam mengelola Surat Kontrak Kerja Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sehingga dapat meningkatkan kerja 
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instansi di masa yang akan datang. 

c. Bagi ilmu pengetahuan, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi 

wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan sebagai bahan pembelajaran 

terutama di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) khususnya 

mengenai kontrak kerja. 

 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan selama praktik kerja lapangan 

di Kantor Pertanahan Kota Depok adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Staff dan Pimpinan divisi 

Tata Usaha untuk mengetahui bagaimana pengelolaan serta untuk mengetahui 

hambatan dalam pengelolaan Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kota Depok. 

b. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan dokumen dan segala bentuk informasi yang terdapat di 

divisi Tata Usaha untuk melengkapi penyusunan laporan tugas akhir.
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya mengenai pengelolaan 

kontrak kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNNPN) di Divisi Tata 

Usaha, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

a. Ketentuan surat kontrak kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

(PPNPN) di Kantor Pertanahan Kota Depok  dibuat dalam bentuk ketentuan 

umum yang terdiri dari 11 pasal yaitu Pasal 1 Jenis Pekerjaan, Pasal 2 

Jangka Waktu Pekerjaan, Pasal 3 Pembayaran Upah, Pasal 4 Kewajiban, 

Pasal 5 Hak, Pasal 6 Larangan, Pasal 7 Cuti, Pasal 8 Sanksi, Pasal 9 

Berakhirnya Kontrak Kerja, Pasal 10 Ketentuan Lain-Lain, dan Pasal 11 

Penutup. Adapun isi kontrak kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN) meliputi pernyataan yang harus dipenuhi oleh Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dari sekian ketentuan surat 

kontrak kerja inilah yang akan diberlakukan untuk pengelolaan surat 

kontrak kerja karena berdasarkan isi dan ketentuan sebagai acuan Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk bekerja. 

b. Pengelolaan surat kontrak kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

(PPNPN) bagian Tata Usaha  di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pergerakan dan pengendalian yang melibatkan berbagai kegiatan 

berdasarkan fungsinya. Pengelolaan surat kontrak Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri (PPNPN) telah dimulai dari Kepala Subbagian Tata 

Usaha melakukan pengecekan data dan file kontrak Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilanjutkan dengan membuat Laporan 

Kontrak Kerja hingga seluruh rangkaian informasi ini disampaikan ke 

Pejabat Pembuat Komitmen, Analisis Anggaran Keuangan serta Staff Tata 

Usaha jika informasi tersebut telah disetujui oleh PPK, maka PPK dan 
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Analisis Anggaran mengarahkan kepada Staff Tata Usaha untuk segera 

ditindak lanjuti agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bisa segera 

mengisi kontrak dan menandatangani surat yang dilengkapi dengan 

materai, sampai surat kontrak kerja itu diterima dan menjadi milik pribadi 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang nantinya surat 

kontrak kerja tersebut akan disimpan lemari arsip agar memudahkan 

pencarian jika sewaktu-waktu akan dibutuhkan. 

 

 

5.2 Saran 

 

Penulis memberikan saran mengenai pengelolaan surat kontrak kerja 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Divisi Tata Usaha 

sebaiknya, para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) lebih tepat 

waktu untuk melakukan proses penandatanganan agar bisa efektif dan mampu 

mempengaruhi dalam mencapainya suatu tujuan organisasi.  
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1  

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

 

Nama Narasumber : Yudhi Subagia, S.E., M.H. 

Jabatan   : Analis SDM Aparatur Pertama 

Waktu Pelaksanaan : 18 April 2023 

 

 

1. Bagaimana Pengelolaan Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri oleh divisi Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota Depok? 

2. Apakah ada Hambatan dalam Pengelolaan Surat Kontrak Kerja Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri oleh divisi Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota 

Depok?  

3. Setelah proses tanda tangan surat kontrak kerja PPNPN, Kapan dimulainya masa 

on job training di perusahaan? 

4. Pada struktur organisasi bagian Tata Usaha, apakah terdapat job desk yang 

diberikan ? 

5. Apakah ada sanksi atau aturan yang berlaku jika ada salah satu karyawan yang 

tidak menepati perjanjian dalam surat kontrak? 

6. Apakah di Kantor Pertanahan Kota Depok mempunyai spesifikasi tertentu 

terhadap calon karyawan?  

7. Berapa durasi kontrak aktif untuk karyawan? Apa saja kriteria yang dibutuhkan 

untuk perpanjangan masa kontrak? 
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Lampiran 2 

Ketentuan Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN) 
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Sumber: Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Depok, 2023 
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Lampiran 3  

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementrian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri Agraria No 7 Tahun 2018 
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Lampiran 4  

Tampilan Halaman Website Computer Based Test (CBT) 
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Sumber: Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Depok, 2023 
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Lampiran 5  

Ruang Penyimpanan File Arsip Surat Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Divisi Tata Usaha  Kantor Pertanahan Kota 

Depok 
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